
 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 49 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK  

NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan 

tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil 

berdasarkan  pertimbangan  yang  obyektif  dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 

memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

 

b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan 

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Demak, serta guna 

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Demak telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Demak; 

 

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan adanya perubahan 

indikator penilaian berbasis kinerja dalam pemberian 

tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan 

Calon Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Demak Nomor 

2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Demak perlu diubah; 

 

 



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tambahan 

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004        

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015        

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

 

 



9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang  

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6340); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010         

Nomor 10); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5); 

 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK; 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 

Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2017 Nomor 2), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan 

CPNS berdasarkan pertimbangan objektif sesuai 

kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan 

kinerja, beban kerja/volume dan norma waktu.  

 

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 

diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani 

pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam 

memenuhi target kinerja individu;  

b. target kinerja individu sebagaimana dimaksud pada 

huruf a adalah target kinerja yang tertuang dalam 

dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai yang 

disusun per bulan; 

c. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas 

diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki 

tingkat kesulitan yang tinggi dan daerah terpencil;  

d. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja 

diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan 

kerja yang memiliki resiko tinggi; 

e. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan 

profesi diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam 

mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan 

langka; dan  

 

 



f. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 

diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam 

melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi 

kerja. 

 

2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11A 

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS dan CPNS 

dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini, paling 

lambat dilaksanakan pada tahun 2020. 

 

3. Ketentuan Lampiran II huruf D diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

   Ditetapkan di Demak 

  pada tanggal 2 Juli 2019 

    BUPATI DEMAK, 

 

                  TTD 

 

    HM. NATSIR 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KABAG 

ORGANISASI 

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 3 Juli 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

SINGGIH SETYONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 49 

 



 

LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 49 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN DEMAK 

 

D. DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN 

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Bulan: ................................. 2019 

 

No Nama/NIP Gol Jabatan 
Besaran 

TP/ Bln 

Potongan 

Jumlah 

Kotor 
PPH 21 

Jml 

Bersih TTD Hadir Tidak Apel 

Pagi Tanpa 

Keterangan 

Tidak Hadir 

Hadir Tidak Apel 

Sore Tanpa 

Keterangan 

Capaian Kinerja 

Individu 

Jml (%) Jml (%) Jml (%) Nilai (%) Rp. Rp. Rp. 

1 2 3 4 5 6 7=(5)x(8)x

..% 

8 9=(5)x(10)

x..% 

10 11=(5)x(1

0)x..% 

12 13=(5)x(1

2)x..% 

14=(5)-(7)-

(9)-(11) 

15 16=(12)-

(13) 

17 

                 

                 

 

Menyetujui : Demak,  

Pengguna Anggaran              Bendahara Pengeluaran 

PD.......................... 

 

...............................              ................................  

Nama, Pangkat, NIP              Nama, Pangkat, NIP  

 

Keterangan :  

1. Jumlah tagihan pada SPP/SPM/SP2D adalah total angka pada kolom 14.  

2. Jumlah potongan (informasi) pada SPP/SPM/SP2D adalah total angka pada kolom 15.  

3. Jabatan yang dimaksud kolom 4 mengacu pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.        

4. Range potongan berdasarkan nilai kinerja individu : 

    76 – keatas = potongan 0%  BUPATI DEMAK, 

    61 – 75 = potongan 10% 

    51 – 60 = potongan 20%                               TTD 

    Dibawah 50 = potongan 50% HM. NATSIR 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KABAG ORGANISASI  

 


